MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Yth. 1. Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Direktur Jenderal Penataan Ruang

dan Para Deputi;

2. Para Direktur/Inspektur Wilayah/Kepala Biro/Kepala Pusat dan Ketua
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,;

3. Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kabupaten/Kota
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di
seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR 4/SE/1/2015

TENTANG
BATASAN USIA DEWASA
DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN
Umum

Untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai kedewasaan dan
kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka
pelayanan pertanahan, perlu adanya kejelasan mengenai batasan usia dewasa.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini agar terdapat keseragaman
untuk mengatur batasan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum
dalam rangka pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini berisi batasan usia dewasa yang dapat
melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan.
Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

e. Undang...
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5491);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1355);

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan
Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 339);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P/2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;

. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012
tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan
bahwa batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012
tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Hasil Rapat Kamar Perdata
Mahkamah Agung RI tanggal 14-16 Maret Tahun 2011, menyatakan bahwa
Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah
mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin.

7. Berdasarkan...
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7. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6,
ditetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka

pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau
sudah kawin.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2015

PUSAT HUKUM DAN HUMAS - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
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